ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum
yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam
merestrukturisasi utangnya guna menghindari kepailitan, Melalui PKPU, debitor
dapat mengajukan rencana perdamaian yang harus disetujui oleh kreditor, sebelum
dihomologasi oleh pengadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kreditor yang
menolak rencana perdamaian bukan karena ketidakmampuan debitor untuk
membayar, melainkan sebagai upaya untuk mempailitkan debitor secara tidak
langsung. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
yang membatalkan status pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa setelah
sebelumnya ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor
1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga MKks.

Berdasarkan Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang — undangan
dan kasus, ditemukan bahwa langkah Mahkamah Agung dalam membatalkan status
pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa merupakan keputusan yang tepat. Yayasan
tersebut sebagai debitor masih memiliki prospek usaha dan telah menunjukkan
iktikad baik dengan menyanggupi pembayaran utang pokok serta sebagian tagihan
denda. Namun, PT Mulya Husada Jaya tetap menolak rencana perdamaian tanpa
alasan yang rasional dan berupaya memanfaatkan Pasal 289 UU 37/2004 untuk
mempailitkan debitor. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan pentingnya prinsip
iktikad baik dalam PKPU guna mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan
serta menjaga keseimbangan antara hak kreditor dan kepentingan kelangsungan
usaha debitor.
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